BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
Paradigma baru pengelolaan keuangan sektor publik dalam mewujudkan good governance mempunyai karakteristik pelaksanaan meliputi: Participation (keterlibatan masyarakat); Rule of Law (kerangka hukum); Transparency (transparan); Responsiveness (cepat tanggap); Consensus orientation (berorientasi pada konsensus); Equity (kesejahteraan); Effeciency and effectiveness (efektifitas dan efisiensi); Accountability (pertanggungjawaban), dan Strategic visio (visi strategik)
Menyadari hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Laporan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Berdasarkan Peraturan tersebut Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.
Dalam rangka upaya untuk memenuhi Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor  Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk Lakip Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Kantor Perpustarda Kabupaten Hulu Sungai Utara bagi Bupati dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).
Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan menindaklanjuti kewenangan pemerintah di bidang perpustakaan dan kearsipan diperlukan suatu kelembagaan yang defenitif untuk menunjang kelancaraan pelaksanaan tugas dalam membantu Bupati menjalankan roda Pemerintahan Daerah, oleh karena itu dipandang perlu untuk membentuk Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Terbentuknya Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Guna memaknai betapa pentingnya perpustakaan dan arsip bagi pengembangan Sumber Daya Manusia masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara membentuk Kantor Perpustakaan dan Asip Daerah sebagai Lembaga Teknis Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2003, tanggal 23 Oktober 2003 tentang pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini akan betapa pentingnya peran perpustakaan sebagai jantungnya pendidikan dan arsip daerah sebagai bukti pertanggung jawaban pelaksanaan pemerintah dan pembangunan di daerah maka dibentuklah suatu lembaga yang mandiri dengan nomenklatur Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Kantor perpustakaan dan arsip daerah  memiliki tugas pokok yang sangat strategis untuk pengembangan Sumber Daya Manusia bangsa Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam hal penyedian fasilitas bahan pustaka dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Keberadaan Kantor Perpustakaan HSU terletak di jantung Kota Amuntai, berdekatan dengan Plaza Amuntai dan Taman Putri Junjung Buih tepatnya di Jl. Jenderal A.Yani No.02, memang sangat strategis untuk mendorong masyarakat yang ingin maju, berkembang, memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan luas melalui pemberdayaan peran penting Perpustakaan.
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai unsur pendukung pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai salah satu lembaga teknis daerah mempunyai tugas dan fungsi pokok yaitu merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah bidang perpustakaan dan kearsipan.
Ruang lingkup Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu bidang perpustakaan dan kearsipan yang berfungsi sebagai:
1. Perpustakaan Kabupaten yaitu perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpusakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
2. Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) yang menangani urusan bidang kearsipan yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang pengelolaan arsip in aktif, arsip statis, pembinaan kearsipan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan kearsipan.
Dalam melaksanakan fungsi perpustakaan untuk mewujudkan masyarakat pembelajar diperlukan usaha yang maksimal dengan mengadakan perubahan sikap dan perilaku budaya dari tidak suka membaca menjadi masyarakat yang gemar membaca. Menurut UNESCO (1996) ada empat pilar prinsip belajar dalam abad 21 yaitu: belajar berpikir, belajar berbuat, belajar untuk tetap hidup, dan belajar hidup bersama antar bangsa. Bermula dari masyarakat belajar, maka akan tercapai bangsa yang cerdas. Dengan pembudayaan membaca bagi masyarakat akan memudahkan dalam mencerna informasi sekaligus menambah wawasan pengetahuan. Biar bagaimanapun informasi adalah nyawa peradaban sebuah bangsa, kapan dan di mana pun. Hidup - matinya sebuah peradaban atau maju - terbelakangnya sebuah bangsa sangat ditentukan oleh tingkat penguasaan informasi masyarakatnya. Realitas ini semakin terasa ketika peradaban memasuki gelombang ketiga. Informasi sudah menjadi komoditas yang diperebutkan oleh manusia di pentas kehidupan global ini, namun demikian ada sebagian masyarakat yang mengalami banjir informasi, tetapi disisi lain ada sebagian masyarakat yang sulit mengakses informasi, maka terjadilah kesenjangan informasi yang akan membawa kepada kesenjangan intelektual. Oleh karena itu diperlukan pemerataan informasi di segenap lapisan masyarakat. Begitupun arsip sebagai sumber informasi:
1. Kegiatan organisasi maupun pemerintahan akan selalu bertitik tolak pada informasi yang bersumber dari arsip, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Arsip merupakan pilar utama dalam kegiatan organisasi. Pengambilan keputusan selalu bertumpu pada kegiatan yang pernah dilakukan, dan evaluasi kegiatan yang ada, dan hal itu akan selalu berhubungan dengan kegiatan pengarsipan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Arsip sebagai sumber informasi dalam kegiatan pemerintahan maupun organisasi jelas mempunyai peran yang strategis. Dengan demikian pengelolaan arsip sebagai sumber informasi sangatlah penting. Pada akhirnya arsip sebagai bukti otentik pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan.
2. Arsip sebagai sumber informasi dalam kegiatan penelitian. Para peneliti sangat membutuhkan arsip sebagai sumber informasi primer guna mendukung penelitiannya sehingga arsip benar-benar memiliki fungsi sebagai sumber informasi yang sangat strategis, untuk memperkenalkan khazanah budaya bangsa.
3. Informasi dalam arsip sebagai peninggalan masa lalu bisa menunjukkan arah bagi penelurusan informasi masa sekarang.
Demikian pentingnya fungsi dan peranan perpustakaan dan kearsipan. Pada dasarnya antara perpustakaan dan masyarakat saling membutuhkan artinya perpustakaan akan ada dan eksis jika dibutuhkan masyarakat, sebaliknya perpustakaan juga berkepentingan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu perpustakaan selalu berusaha memberikan yang terbaik sejauh mampu dan memungkinkan. Suatu upaya yang memberikan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat disamping perpustakaan keliling dapat ditempuh melalui layanan perpustakaan keliling berbasis system komputerisasi, layanan perpustakaan kecamatan dan desa, gerakan wakaf buku, pembentukan perpustakaan kecamatan dan desa, rumah baca atau rumah pintar dan pembentukan pusat belajar masyarakat. Disamping itu perpustakaan perlu berbenah diri untuk dapat mengikuti dan berusaha mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula dengan pustakawan yang terlibat didalamnya,diharapkan mempunyai goodwill untuk terus belajar menambah wawasan maupun kompetensi keilmuan, secara formal maupun non formal, serta membuka tangan terhadap uluran kerjasama dan siap menerima kritikan sekaligus ide-ide baru yang bersifat membangun untuk kemajuan perpustakaan. Sehingga tujuan perpustakaan untuk memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan dapat terwujud.
Di era informasi dewasa ini, peranan arsip sangat penting, karena dapat memberikan informasi tentang perjalanan peradaban dan sejarah suatu bangsa. Karena pentingnya peranan kearsipan dalam pelayanan publik tersebut, maka diperlukan peran serta arsiparis yang memiliki kompetensi profesional di bidang kearsipan. Ia juga dituntut untuk menjadi arsiparis yang memiliki profesionalisme sehingga informasi yang dihadirkan merupakan informasi yang akurat, sahih, informatif, memiliki integritas, dan dapat dipertanggungjawabkan..
Dalam pelaksanaan pembangunan dibidang perpustakaan dan kearsipan, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan kewenangan daerah dibidang perpustakaan dan kearsipan serta penilaian atas pelaksanaannya, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas organisasi kantor perpustakaan dan arsip daerah kabupaten hulu sungai utara.
Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai fungsi :
1. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
2. Penyusunan Program dan Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pengelolaan perpustakaan dan kearsipan daerah ;
3. Pelayanan dan pengelolaan perpustakaan umum dan perpustakaan keliling ;
4. Pembinaan, dan pengawasan dan pelayanan teknis perpustakaan sekolah dan masyarakat ;
5. Pelayanan leteratur pemerintah daerah ;
6. Pelaksanaan akuisisi perpustakaan ;
7. Pengumpulan dan pengelolaan arsip in aktif daerah ;
8. Pembinaan kearsipan terhadap unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Penilaian dan penyerahan arsip statis daerah kepada propinsi dan nasional ;



Adapun Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari :



Kepala Kantor bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kasubag dan masing-masing kepala seksi bertanggung jawab kepada kepala kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupatn Hulu Sungai Utara.
Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian dibidang perpustakaan yang disebut sebagai pustakawan.
Personalia Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 18 orang. Jumlah personalia dan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 1
Komposisi Golongan PNS
Kantor Perpustakaan & Arsip Kab. HSU
	No
	Bagian/Seksi
	Golongan
	Jumlah

	
	
	IV
	III
	II
	I
	

	1
2
3
4
5
6
	Kepala Kantor
Tata Usaha
Pelayanan Perpustakaan
Akuisisi
Kearsipan
Kelompok Jabatan Fungsional
	1
-
-
-
-
-
	-
1
3
1
1
1
	-
2
3
3
2
-
	-
-
-
-
-
-
	1
3
6
4
3
1

	Jumlah
	1
	7
	10
	-
	18



Tabel 2
Komposisi Pendidikan PNS
Kantor Perpustakaan & Arsip Kab. HSU
	No
	Bagian/Seksi
	Pendidikan
	Jumlah

	
	
	S2
	S1
	D3
	D2
	SLTA
	SLTP
	SD
	

	
1

2

3


4

5

6


	
Kepala Kantor

Tata Usaha

Pelayanan Perpustakaan

Akuisisi

Kearsipan

Kelompok Jabatan Fungsional
	
-

-

-


-

1

-
	
1

1

1


-

-

1
	
-

2

4


2

-

-
	
-

-

1


-

-

-
	
-

-

-


2

2

-
	
-

-

-


-

-

-


	
-

-

-


-

-

-


	
1

3

6


4

3

1

	Jumlah
	1
	4
	8
	1
	4
	-
	-
	18



· Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur staf mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan keuangan, katatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, protokol, perjalanan dinas, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, penyusunan program, kehumasan, evaluasi, dan pelaporan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud bagian tata usaha meyelenggarakan fungsi ;
a. Pelaksanaan ketatausahaan;
b. Perumusan program kantor dibidang perpustakaan dan kearsipan;
c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan;
d. Pembinaan staf kantor dan pelaksanaantugas dibidang perpustakaan dan kearsipan; dan
e. Pelaksanaan pengadaan barang inventaris kantor.
· Seksi Pelayanan Perpustakaan adalah unsur pelaksana mempunyai tugas pokok menyusun program pelayanan perpustakaan dan memberikan pelayanan perpustakaan umum, pelayanan jasa informasi perpustakaan termasuk pelayanan perpustakaan keliling serta pembinaan semua jenis perpustakaan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud bagian pelayanan perpustakaan meyelenggarakan fungsi ;
a. Pengelolaan dan pelayanan perpustakaan umum termasuk perpustakaan keliling sehingga dapat meningkatkan minat baca guna menambah wawasan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya masyarakat;
b. Pemberian pelayanan jasa dan informasi perpustakaan umum keliling sesuai ketentuan guna kelancaran tugas; dan
c. Pembinaan semua jenis perpustakaan yang ada, baik perpustakan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi maupun perpustakaan khusus / instansi; dan
d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

· Seksi Akuisisi adalah unsur pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan penghimpunan data-data, pemilahan/penyeleksian, mengklasifikasi dan pencatatan buku-buku perpustakaan, pengolahan bahan pustaka serta pengadaan bahan pustaka.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud bagian akuisisi meyelenggarakan fungsi ;
a. Penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan pemilahan, penyeleksian, dan pengadaan bahan pustaka, klasifikasi buku perpustakaan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
b. Pelaksanaan pencatatan / pembuatan katalog buku perpustakaan sesuai ketentuan guna kelancaran tugas;
c. Pelaksanaan pemilhan, penyeleksian dan pengklasifikasian buku perpustakaan sesuai ketentuan guna kelancaran tugas;
d. Pelaksanaan pengkajian bahan pustaka sesuai dengan keadaan dan masukan berbagai pihak;
e. Pengadaan bahan pustaka; dan
f. Pelaksanaan ketatausahaan;
· Seksi Kearsipan adalah unsur pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan arsip-arsip pemerintah daerah yang in aktif, non aktif dan statis.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud bagian kearsipan meyelenggarakan fungsi 
a. Pengumpulan dan pengolahan arsip pemerintah daerah baik yang aktif, in aktif, dan statis sesuai pola kearsipan yang telah ditetapkan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
b. Pengaturan, penataan dan perawatan semua arsip secara sistematis sesuai ketentuan yang berlaku guna penemuan arsip kembali;
c. Pelaksanaan penghapusan arsip sesuai ketentuan yang berlaku guna efesiensi pelaksanaan tugas; dan
d. Pelaksanaan ketatausahaan.
· Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sesuai keahlian dan sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dipimpin oleh seorang Kepala berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Masing-masing satuan organisasi ( Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-Seksi) dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
Masing-masing pejabat fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor, Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Kepala Kantor wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada di lingkungan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan mengikuti serta mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

1.3. ASPEK STRATEGIK ORGANISASI
Keberhasilan pelaksanaan tugas Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis baik internal.
Aspek-aspek strategik organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat dan dilakukan identifikasi terhadap kondisi internal maupun eksternal organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara  sebagai berikut ;
1. Lingkungan Internal
a. Lembaga teknis Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memiliki kekuatan hukum sebagai badan yang mempunyai kebijakan yang mengarah pada pencapaian tujuan bidang perpustakaan dan kearsipan.
b. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan.
c. Adanya dukungan dari 2 (dua) Lembaga Non Departemen yakni perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam hal peningkatan minat dankebiasaan membaca masyarakat dan pengembangan perpustakaan, juga Arsip Nasional Republik Indonesia dalam mendukung pembinaan teknis kearsipan. Kedua lembaga tersebut merupakan faktor yang positif dalam mengemban tugas-tugas dibidang perpustakaan dan kearsipan.
d. Adanya komitmen yang kuat untuk meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga perpustakaan dan kearsipan, serta mengembangkan, mengelola dan melestarikan bahan perpustakaan dan arsip.
e. Tersedianya kuantitas khasanah arsip.
f. Adanya sistem perpustakaan dan kearsipan yang dapat diakses oleh masyarakat.
g. Tersedianya fasilitas layanan perpustakaan dan kearsipan yang dapat dimanfaatkan dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, dan informasi menuju masyarakat cerdas.



2. Lingkungan Eksternal
a. Besarnya minat baca masyarakat.
b. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap bahan perpustakaan secara kualitas dan kuantitas.
c. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bahan bacaan.
d. Adanya masyarakat pengguna jasa perpustakaan dan kearsipan
e. Adanya lembaga akademis jurusan perpustakaan dan kearsipan.
f. Banyaknya para pihak yang antusias dalam pengembangan dan pemberdayaan perpustakaan.
g. Adanya kebutuhan pembinaan perpustakaan dan kearsipan di Desa/Kelurahan, sekolah, Perguruan Tinggi, Pontren dan Taman Bacaan Masyarakat.
h.  Adanya kemitraan dengan organisasi profesi pustakawan, pengusaha penerbitan, dan pengusaha rekaman.
i. Adanya seminar-seminar dan workshop berskala internasional bidang perpustakaan dan kearsipan
Faktor-faktor kunci keberhasilan terdiri dari faktor internal yang berasal dari organisasi dan faktor luar yang lebih banyak ditentukan peran aktif stakeholder. Kedua faktor tersebut secara bersama-sama maupun secara terpisah dapat menentukan kesuksesan dan kegagalan strategi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mencapai visi dan misi yang di emban. Faktor-faktor ini juga dapat diartikan sebagai kondisi ideal yang mendukung atau hal-hal yang harus berjalan secara optimal apabila ingin meyakinkan kesuksesan suatu program dan kegiatan.
Beberapa faktor kunci keberhasilan yang harus diperhatikan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan program dan kegiatan perpustakaan dan kearsipan dalam mencapai visi dan misi:
1. Lembaga teknis Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai kekuatan hukum sebagai Kantor dan didukung adanya peraturan perundangundangan untuk pencapaian tujuan bidang perpustakaan dan kearsipan.
2. Besarnya minat baca masyarakat.
3. Tersedianya kuantitas khasanah arsip.
4. Adanya komitmen yang kuat untuk meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga perpustakaan dan kearsipan, serta mengembangkan, mengelola, dan melestarikan bahan perpustakaan dan kearsipan.
5. Tersedianya anggaran, sarana dan prasarana.
6. Adanya kemitraan perpustakaan dan kearsipan.
7. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendayagunakan dan memanfaatkan perpustakaan dan kearsipan.
Faktor-faktor kunci keberhasilan ini diharapkan dapat mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3. Manajemen 
1) Program peningkatan minat baca dan pengembangan perpustakaan merupakan program inti bidang perpustakaan yang dalam pelaksanaannya masih perlu lebih di intensifkan serta di diversifikasi bentuk-bentuk kegiatan, agar target sasaran yang akan dicapai benar-benar sesuai harapan;
2) Pelaksanaan program peningkatan minat baca dan pengembangan perpustakaan telah terlihat ada inovasi-inovasi sehingga masyarakat semakin senang dan betah untuk meng-akses bahan bacaan yang telah disediakan
3) Pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah, perpustakaan kecamatan dan desa menjadi perhatian yang intens demi pemerataan aksesibilitas bahan bacaan dan pemerataan layanan perpustakaan itu sendiri.
4) Program pelayanan informasi kearsipan masih perlu ditingkatkan dengan terus memperkaya arsip-arsip statis yang bernuansa sejarah Kabupaten Hulu Sungai Utara,sehingga diharapkan akhirnya dapat memberikan pelayanan kearsipan baik secara konvensional maupun secara digital.
5) Pembenahan arsip-arsip in aktif, arsip statis dan arsip vital ditiap SKPD sehingga dapat menambah khazanah arsip di depo arsip pemerintah daerah.
6) Pembinaan dan fasilitasi bimbingan teknis perpustakaan dan kearsipan pada seluruh perpustakaan dan pada SKPD-SKPD lingkup Kabupaten Hulu Sungai Utara terus ditingkatkan agar dapat menerapkan sesuai dengan standard  dan  norma kearsipan yang berlaku.
4. Kelembagaan
Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dibentuk berdasarkan  Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2003,  Kemudian disesuaikan kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Namun tidak mengalami perubahan nomenklatur, dengan jumlah pejabat struruktural sebagaimana disebutkan diatas.
5. Sumber Daya Manusia
1) Ketersedian pejabat fungsional pustakawan baik secara kuantitatif dan kualitatif masih sangat perlu ditingkatkan, hal ini mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan tugas-tugas perpustakaan
2) Sedangkan untuk pejabat arsiparis belum adanya fungsional arsiparis, sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan tugas dan pembinaan dibidang kearsipan
3) Upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia masih sangat terbatas, terutama dalam hal pemberian pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis perpustakaan dan kearsipan. Motivasi aparatur pejabat fungsional perpustakaan dalam rangka meningkatkan kemampuan masih sangat rendah;
4) Sarana dan prasarana pengembangan perpustakaan masih perlu ditingkatkan agar lebih refresentatif.

6. Sumber Dana
Tingkat ketercukupan dana untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, baik bersumber dari APBD (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) relative memadai untuk mendukung tugas-tugas operasional, akan tetapi belum adanya perhatian pemerintah dalam meng-alokasikan anggaran perpustakaan menjadi bagian dari pendidikan.

1.4. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) DALAM PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Rencana Strategis Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara di arahkan untuk menjawab dan mengatasi permasalahan utama yang telah dihadapi atau yang lebih dikenal dengan isue strategis. Isu strategis yang telah dihadapi secara umum tidak saja hanya dihadapi oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara, akan tetapi juga menjadi isue  Nasional.
Permasalah utama yang dihadapi oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara diantaranya adalah:
1. Kualitas sarana dan prasarana perpustakaan maupun kearsipan kurang memadai.
2. Terbatasnya sumber daya manusia pengelola perpustakaan dan kearsipan.
3. Masih rendahnya profesionalisme dan kompetensi pengelola perpustakaan dan kearsipan.
4. Jumlah bahan bacaan relatif lebih rendah kuantitasnya jika dibandingkan dengan pertumbuhan pemustaka.
5. Masih rendahnya alokasi anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan kearsipan.
6. Masih rendahnya kualitas layanan perpustakaan dan kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
7. Rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur instansi lain dan masyarakat terhadap pentingnya arsip.
8. Adanya fenomena pemusnahan arsip oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan maksud tertentu dan untuk kepentingan menghilangkan barang bukti.
9. Pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga masyarakat enggan pergi ke perpustakaan.
10. Sumber daya manusia profesional dan berkompeten di bidang perpustakaan dan kearsipan dialih mutasikan ke perangkat daerah lain.

Dari permasalahan utama yang tengah dihadapi maka Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mencoba untuk mengatasi melalui penjabaran sasaran dan program secara rinci, yang relevan dan dipercaya mampu mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi sesuai dengan potensi yang dimiliki.

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusunnya LAKIP Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 adalah dalam rangka melaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui media Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2015 ini adalah sebagai berikut ;
1. Lakip merupakan tolak ukur atau indikator yang mencerminkan sejauh mana Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Sebagai pertanggung jawaban kepada pemerintah atas kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015
3. Sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan untuk pengembangan perpustakaan dan Kearsipan di tahun yang akan datang.
4. Memberikan gambaran secara umum sejauh mana pencapaian yang telah dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam hal pengembangan perpustakaan dan kearsipan.
5. Sebagai wujud konkrit pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan perpustakaan dan bidang kearsipan dalam rangka mencerdaskan masyarakat secara menyeluruh dan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.
6. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.
7. Penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang akan datang
8. Sebagai penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

1.6. DASAR HUKUM
· UU nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional
· Perpres nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Sistem AKIP
· Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 
· Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
· Inpres nomor tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi
· Inpres nomor 4 tahun 2011 tentang percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan Negara 
· Permenpan nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

1.7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Adapun ruang lingkup sistematika penulisan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2015 yakni sesuai dengan Permenpan nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
· Latar Belakang
· Gambaran umum organisasi
· Maksud dan tujuan
· Dasar Hukum
· Sistematika penulisan
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
· Ringkasan Rencana Strategik
· Visi dan misi
· Tujuan, sasaran dan kebijakan
· Penetapan kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
· Indikator Kinerja Utama
· Pencapaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan
· Perbandiangan Capaian Indikator Kinerja Utama Sampai Tahun 2015 (Tahun ketiga) dari Rensta
· [bookmark: _GoBack]Perbandiangan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sampai Tahun 2015 (Tahun ketiga) dari Rensta
· Akuntabilitas Keuangan
BAB IV PENUTUP
· Uraian kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah langkah dimasa yang akan datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya
· Lampiran-Lampiran
· Perjanjian Kinerja (PK)
· Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
· Pengukuran Kinerja IKU
· Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan
· Surat Keputusan Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Penetapan IKU
· Photo data dukung kegiatan
· Data statistik perpustakaan umum, Layanan Internet Hotspot, Layanan Perpustakaan Keliling dan layanan perpustakaan kec. Dan desa.
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